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DASAR HUKUM PENDANAAN TERORISME

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, 
atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau 

yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA PENDANAAN TERORISME (UU TPPT)

PPATK



ALPINE SKI HOUSEALPINE SKI HOUSE

RUANG LINGKUP UU TPPT 

Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan 
tindak pidana Pendanaan Terorisme di wilayah negara RI

dan/atau di luar wilayah negara RI

Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah 
negara RI dan/atau di luar wilayah negara RI 

PPATK
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TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

4PPATK

SETIAP ORANG 

•ORANG PERORANGAN

•KORPORASI

DENGAN SENGAJA ACTUS REUS

•MENYEDIAKAN

•MENGUMPULKAN

•MEMBERIKAN

•MEMINJAMKAN

DANA, BAIK LANGSUNG 
MAUPUN TIDAK 

LANGSUNG

•ASET/BENDA BERGERAK 
ATAU TIDAK BERGERAK

•ASET/BENDA 
BERWUJUD ATAU 
TIDAK BERWUJUF

DENGAN 
MAKSUD 

DIGUNAKAN 
SELURUHNYA 

ATAU 
SEBAGIAN

•UNTUK MELAKUKAN 
TINDAK PIDANA 
TERORISME

•ORGANISASI TERORIS

•TERORIS

PASAL 4 UU TPPT

MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, 
PERCOBAAN, ATAU PEMBANTUAN

MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, 
ATAU MENGGERAKKAN ORANG LAIN 
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

PENDANAAN TERORISME

PASAL 5 UU TPPT

PASAL 6 UU TPPT
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PENDANAAN TERORISME YANG TERJADI 
DILUAR WILAYAH INDONESIA

DILAKUKAN OLEH WNI 

TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME 
TERHADAP WNI

TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME 
TERHADAP FASILITAS PEMRI TERMASUK 
PERWAKILAN INDONESIA ATAU TEMPAT KEDIAMAN 
PEJABAT DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI 
INDONESIA

TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG 
DILAKUKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMAKSA 
PEMRI MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SUATU 
TINDAKAN

PPATK

TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME 
TERHADAP PESAWAT UDARA YANG DIOPERASIKAN 
OLEH NEGARA INDONESIA 

TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI 
ATAS KAPAL YANG BERBENDERA NEGARA 
INDONESIA ATAU PESAWAT UDARA YANG 
TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
INDONESIA PADA SAAT TINDAK PIDANA ITU 
DILAKUKAN

DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG YANG TIDAK 
MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DAN BERTEMPAT 
TINGGAL DI WILAYAH NEGARA RI
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PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

6PPATK
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PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)

PENETAPAN PMPJ OLEH LPP

PENERAPAN PMPJ OLEH PJK

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN PJK

KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT 
PENDANAAN TERORISME

PENGAWASAN KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN 
TERKAIT PENDANAAN TERORISME 

PENGAWASAN KEGIATAN PENGIRIMAN UANG MELALUI SISTEM TRANSFER 
ATAU PENGIRIMAN UANG MELALUI SISTEM LAINNYA

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN BAFI PENYELENGGARA TRANSFER DANA

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN INFORMASI PADA SAAT TRANSFER DANA

PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN 
PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN 

INDONESIA

PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN 
LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
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SUMBER DANA KEGIATAN TERORISME

LEGITIMATE 
SOURCES

CRIMINAL 
PROCEEDS

SUMBANGAN (CHARITIES), BAIK INDIVIDUAL ATAU MELALUI NPO

BISNIS LEGAL

PEMBIAYAAN SECARA INDIVIDU (SELF FUNDING)

PEMERASAN

PENCURIAN

TINDAK PIDANA LAIN

PPATK

PERDAGANGAN NARKOTIKA

PENIPUAN KARTU KREDIT

PENIPUAN CEK
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PEMETAAN RISIKO TPPT - MENGUMPULKAN DANA

8PPATK
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CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

9
PPATK
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CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

10
PPATK
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CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

11
PPATK
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PEMETAAN RISIKO TPPT - PERPINDAHAN DANA

TRANSFER 
DANA 
MELALUI 
BANK

TRANSFER 
DANA 
NON-
BANK 

TUNAI 
ATAU 
CASH

PEMBAWAAN 
UANG TUNAI 
LINTAS BATAS 
NEGARA

12PPATK
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PEMETAAN RISIKO TPPT – PENGGUNAAN DANA

13PPATK
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UPAYA MENDISRUPSI PENDANAAN TERORISME

IMPLEMENTASI 
PEMBLOKIRAN SERTA 
MERTA TERKAIT 
TERDUGA TERORIS 
DAN ORGANISASI 
TERORIS

IMPLEMENTASI TATA 
CARA PENERIMAAN 
DAN PEMBERIAN 
SUMBANGAN OLEH 
NPO

14PPATK
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UPAYA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SECARA 
SERTA MERTA (FREEZING WITHOUT DELAY)

PADA TAHUN 2017, PPATK MEMBENTUK SATGAS DTTOT

SATGAS DTTOT TERDIRI DARI PPATK, DENSUS 88, BNPT,  BIN, DAN KEMLU

TUGAS UTAMA SATGAS DTTOT, ANTARA LAIN:

• MENGOORDINASIKAN IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA TERKAIT TERDUGA 
TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG BERSUMBER DARI PBB (UNSCR 1267 – UN LIST)

• MENGOORDINASIKAN IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA TERKAIT TERDUGA 
TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH (UNSCR 1373 –
DOMESTIC LIST)

• MENGOORDINASIKAN PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT TERDUGA TERORIS DAN 
ORGANISASI TERORIS

PPATK



ALPINE SKI HOUSE

EFEKTIVITAS 
PENERAPAN 
PEMBLOKIRAN 
SERTA MERTA
Per September 2021

19

TELAH DIBLOKIRNYA 
26 REKENING BANK 

DENGAN TOTAL DANA 
SEKITAR USD 150,000 

7 TANAH

1 POLIS ASURANSI 
JIWA SEBESAR USD 

3,700 
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PENYALAHGUNAAN NPO DALAM 
PENDANAAN TERORISME

NPO SEBAGAI MEDIA 
PENGALIHAN 

PENGUMPULAN DANA 
OLEH TERRORIST 

FINANCIER

NPO SEBAGAI AFILIASI 
TERORIS & ORGANISASI 

TERORIS

NPO DIGUNAKAN 
UNTUK MENDUKUNG 

REKRUITMEN ANGGOTA 
ORGANISASI TERORIS

NPO SEBAGAI MEDIA 
PENDISTRIBUSIAN DANA 

UNTUK KEGIATAN 
TERORISME 

NPO YANG SEOLAH-
OLAH DIDIRIKAN UNTUK 
“GOOD WORKS” DALAM 

RANGKA 
MENGUMPULKAN DANA 

DARI MASYARAKAT

PPATK
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RISIKO BERDASARKAN WILAYAH

JAWA 
TENGAH

JAWA 
TIMUR

JAWA 
BARAT

JAKARTA

HIGH RISK

HIGH
RISK

Banyaknya kasus yang terjadi di wilayah tersebut

Jumlah besarnya saldo transaksi keuangan Ormas diwilayah tersebut

Banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota besar dan kurangnya
perhatian terhadap pemanfaatan dana donasi yang diberikan oleh
masyarakat kepada Ormas

PPATK
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RISIKO BERDASARKAN BENTUK ORMAS

TIDAK 
BERBADAN 

HUKUM DAN 
TIDAK 

TERDAFTAR

HIGH LIKELIHOOD

HIGH
LIKELIHOOD Informasi yang diperoleh dari

pihak Badan Intelijen Negara (BIN)
dimana Ormas yang terkait
terorisme merupakan Ormas yang
didirikan untuk tujuan tidak
mengakui eksistensi Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sehingga Ormas tersebut tidak
akan mau mengikatkan diri dengan
ketentuan dan peraturan Negara
Indonesia dan justru memberikan
ajakan untuk menentang dan
memecah belah negara dengan
ideologi dan tindakan radikal

PPATK
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RISIKO BERDASARKAN WILAYAH

PENDIDIKANSOSIALKEAGAMAAN

HIGH LIKELIHOOD

PPATK
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UPAYA MITIGASI RISIKO PENYALAHGUNAAN NPO SEBAGAI MEDIA 
PENDANAAN TERORISME

NPO

KNOW YOUR 
DONORS

KNOW YOUR 
BENEFICIERIES

KNOW YOUR 
NPOs

PPATK
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PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2017

RUANG LINGKUP ORMAS

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN

PENATAUSAHAAN DOKUMEN

KERJA SAMA DENGAN ASOSIASI ORMAS

PENGAWASAN DAN SANKSI

EDUKASI

KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI

PPATK
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UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NPO 
SEBAGAI MEDIA PENDANAAN TERORISME

•SEHUBUNGAN DENGAN BERISIKONYA PENYALAHGUNAAN REKENING NPO OLEH PENGURUS NPO, MAKA NPO WAJIB MEMILIKI MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL 
YANG MEMADAI SECARA BERKAL, BAIK PADA SAAT SEBAGAI CALON PENGURUS, PADA SAAT MEDUDUKI JABATAN PENGURUS, MAUPUN PASCA MENDUDUKI JABATAN 
PENGURUS

•NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT DENGAN RISK BASED APPROACH BAIK PADA SAAT MENERIMA SUMBANGAN MAUPUN MENYALURKAN SUMBANGAN, 
DENGAN MEMPERHATIKAN NATIONAL/SECTORAL RISK ASSESSMENT YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH PPATK ATAU REGULATOR NPO

•NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DONATUR YANG BERISIKO TINGGI (MINIMAL DONATUR YANG WAJIB DILAKUKAN IDENTIFIKASI 
BERDASARKAN PERPRES 18 TAHUN 2017)

•NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENERIMA SUMBANGAN DAN ASSOCIATE NPO YANG BERI SIKO TINGGI 
(MINIMAL PENERIMA SUMBANGAN DAN ASSOCIATE NPO YANG WAJIB DILAKUKAN IDENTIFIKASI & VERIFIKASI BERDASARKAN PERPRES 18 TAHUN 2017)

•NPO WAJIB MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG MEMADAI YANG BERTUJUAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI INDIVIDU DAN ENTITAS YANG MASUK D ALAM DAFTAR 
TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) YANG DIKELUARKAN OLEH POLRI

•NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN OTORITAS BERWENANG (PPATK, REGULATOR NPO, DENSUS) DALAM HAL 
DITEMUKAN ADANYA TRANSAKSI MENCURIGAKAN 

PPATK





PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

LATAR BELAKANG PENCEGAHAN PROLIFERASI WMD

• DK PBB 1540 - PROLIFERATION OF NUCLEAR, CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS, AS WELL AS THEIR MEANS 

OF DELIVERY, CONSTITUTES A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY.

KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI WMD

• ALL STATES, IN ACCORDANCE WITH THEIR NATIONAL PROCEDURES, SHALL ADOPT AND ENFORCE APPROPRIATE 

EFFECTIVE LAWS WHICH PROHIBIT ANY NON-STATE ACTOR TO MANUFACTURE, ACQUIRE, POSSESS, DEVELOP, 

TRANSPORT, TRANSFER OR USE NUCLEAR, CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS AND THEIR MEANS OF 

DELIVERY, IN PARTICULAR FOR TERRORIST PURPOSES, AS WELL AS ATTEMPTS TO ENGAGE IN ANY OF THE 

FOREGOING ACTIVITIES, PARTICIPATE IN THEM AS AN ACCOMPLICE, ASSIST OR FINANCE THEM.



LATAR BELAKANG PENGENANAAN 
SANKSI TERHADAP IRAN DAN KORUT

IRAN (UNSCR 1737)

IRAN MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA YANG MENANDATANGANI 
TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON

IRAN MELANGGAR ARTICLE 1 DAN ARTICLE 2 TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON

IAEA MENYATAKAN BAHWA “MILITARY NUCLEAR DIMENSION, AND 
THERE ARE NO UNDECLARED NUCLEAR MATERIALS OR ACTIVITIES IN 

IRAN” 

KORUT (UNSCR 1718)

PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL MERUPAKAN ANCAMAN BAGI 
PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA.

PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2006, KORUT TELAH MELAKUKAN UJI COBA 
SENJATA NUKLIR.

SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA TERSEBUT MAKA KORUT TIDAK 
DAPAT MEMILIKI STATUS NEGARA YANG MEMILIKI SENJATA NUKLIR 
BERDASARKAN TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR 

WEAPONS.



PENDANAN PROLIFERASI WMD – DASAR 
HUKUM• PASAL 93 UU TPPU - DALAM HAL ADA PERKEMBANGAN KONVENSI INTERNASIONAL ATAU REKOMENDASI

INTERNASIONAL DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN

PENDANAAN TERORISME, PPATK DAN INSTANSI TERKAIT DAPAT MELAKSANAKAN KETENTUAN TERSEBUT

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

• PERATURAN BERSAMA ANTARA MENLU, KEPALA PPATK, KAPOLRI, DAN KEPALA BAPPETEN TAHUN 2017 

TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI

SENJATA PEMUSNAH MASSAL, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU

KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



DESIGNATION AUTHORITIES DI INDONESIA 

• PPATK

• BADAN INTELIJEN NEGARA

• KEMENTERIAN LUAR NEGERI

• POLRI

• BAPPETEN

• LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR

• PIHAK PELAPOR



PENDANAAN PROLIFERASI WMD

• REZIM PENCEGAHAN PENDAAAN PROLIIFERASI WMD DI INDONESIA MENGATUR KETENTUAN KHUSUS 

MENGENAI UPAYA DISRUPSI PENDANAAN PROLIFERASI WMD ATAS DANA YANG DIMILIKI ATAU DIKUASI 

OLEH INDIVIDU ATAU ENTITAS YANG TERCANTUM DALAM UN LIST, YAITU

• UNSCR 1718 (DPRK) DAN TURUNANNYA  - TERDIRI ATAS 80 INDIVIDU DAN 75 ENTITAS

• UNSCR 1737, UNSCR 2231  (IRAN) DAN TURUNANNYA – TERDIRI ATAS 23 INDIVIDUAL DAN 61 ENITITAS

• UPAYA DISRUPSI PENCEGAHAN PENDANAAN WMD DILAKUKAN MELALUI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA 

(FREEZING WITHOUT DELAY ATAS DANA INDIVIDU ATAU ENTITAS YANG TERCANTUM DALAM UN LIST.



UPAYA DISRUPSI – FREEZING WITHOUT 
DELAY

• MEMASTIKAN BAHWA SANKSI KEUANGAN YANG DITARGETKAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN 

DILAKUKAN SECARA SERTA MERTA

• MENCEGAH PEMBERIAN ECONOMIC SOURCES

• MELINDUNGI HAK-HAK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK 

• BEKERJA SAMA SECARA INTERNASIONAL DENGAN OTORITAS KOMPETEN LAINNYA 

• MENCEGAH PELARIAN DANA



RUANG LINGKUP DANA

• DANA ADALAH SEMUA ASET ATAU BENDA BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK, BAIK YANG BERWUJUD

MAUPUN YANG TIDAK BERWUJUD, YANG DIPEROLEH DENGAN CARA APA PUN DAN DALAM BENTUK APA

PUN, TERMASUK DALAM FORMAT DIGITAL ATAU ELEKTRONIK, ALAT BUKTI KEPEMILIKAN, ATAU

KETERKAITAN DENGAN SEMUA ASET ATAU BENDA TERSEBUT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA

KREDIT BANK, CEK PERJALANAN, CEK YANG DIKELUARKAN OLEH BANK, PERINTAH PENGIRIMAN UANG, 

SAHAM, SEKURITAS, OBLIGASI, BANK DRAF, DAN SURAT PENGAKUAN UTANG



PERATURAN BERSAMA



PROSEDUR PENCANTUMAN

identitas orang atau Korporasi yang akan 

dicantumkan dalam pendanaan proliferasi senjata 
pemusnah massal; 

rekomendasi dari KEMLU; 

rekomendasi BIN dan BAINTELKAM POLRI; dan

rekomendasi dari BAPPETEN.

PERMOHONAN 
DITOLAK

PERMOHONAN 
DITERIMA

KEPUTUSAN PPATK

DAFTAR PENDANAAN 
PROLIFERASI SENJATA 
PEMUSNAH MASSAL

MEMERIKSA & MENETAPKAN



DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI 
SENJATA PEMUSNAH MASSAL

PERMINTAAN BLOKIR

PENYAMPAIAN DAFTAR

WAJIB MELAKUKAN 
BLOKIR SERTA MERTA

KEBERATAN 
PEMBLOKIRAN

PENGECUALIAN 
PEMBLOKIRAN

DITOLAK

DITERIMA

GUGATAN PERDATA

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA



EFEKTIVITAS “WITHOUT DELAY”

“without 
delay” 

based on 
FATF 

Standards

• Within a matter of hours of a 
designation by the United Nations 
Security Council or its relevant 
Sanctions Committee.

Peraturan
Bersama

• Sesegera mungkin dan paling lambat 1 
(satu) hari



IMPLEMENTASI
5 JUNI 2017

5 JUNI 2017

5 JUNI 2017

5 JUNI 2017
5 JUNI 2017

5 JUNI 2017



IMPLEMENTASI TERBARU

IRAN
DPRK



MEKANISME PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

• PPATK MENGELUARKAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI WMD DAN MENYAMPAIKAN KE LPP

• LPP MENYAMPAIKAN DAFTAR TERSEBUT KE PIHAK PELAPOR

• PIHAK PELAPOR HARUS MELAKUKAN SCREENING BAIK ONBOARDING CUSTOMER MAUPUN EXISTING 

CUSTOMER

• DALAM HAL ADA KESAMAAN, TERMASUK FALSE POSTIVE, PIHAK PELAPOR MELAKUKAN PEMBLOKIRAN 

SERTA MERTA TANPA PERLU ADANYA NOTOFIKASI TERLEBIH DAHULU KEPADA PENGGUNA JASA

• PIHAK PELAPOR MENYAMPAIKAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SERTA MERTA KEPADA PPATK



ASET SIAPA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN 
PEMBLOKIRAN SERTA

• INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718 (DPRK) DAN TURUNANNYA

• INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN 

TURUNANNYA

• INDIVIDU DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA DIKUASAI OLEH INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA 

TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718, UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA

• INDIVIDU DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA TERKAIT SECARA L ANGSUNG/TIDAK LANGSUNG DENGAN INDIVIDU 

DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA DIKUASAI OLEH INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT 

KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718, UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA



INDIKATOR TRANSAKSI PENDANAAN 
PROLIFERASI WMD
• RINCIAN IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA TAMPAK TIDAK KONSISTEN, ATAU INKONSISTENSI MUNCUL SETELAH EDDYANG DITINGKATKAN. ENTITAS YANG 

TERLIBAT DALAM PEMBIAYAAN PROLIFERASI YANG DIORGANISIROLEH NEGARA CENDERUNGMEMILIKI AKSES UNTUK PEMBUATAN DOKUMEN

IDENTIFIKASI PALSU.

• AKTIVITAS PENGGUNA JASA TIDAK COCOK DENGAN PROFIL BISNIS MEREKA YANG DIKETAHUI, ATAU INFORMASI PENGGUNA AKHIRTIDAK COCOK

DENGAN PROFIL BISNIS PENGGUNA AKHIR.

• PENGGUNA JASA MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK JELAS, TERUTAMA TENTANG TUJUAN AKHIR ATAU PENGGUNA AKHIR BARANG ATAU JASA YANG 

DIEKSPOR, ATAU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TAMBAHAN SAAT DITANYA.

• KEPENTINGAN DAN PENYELIDIKAN LEMBAGA PENEGAK HUKUMSEBELUMNYA TERHADAP ENTITAS TERKAIT DENGAN MASALAH KONTRA PROLIFERASI.

• SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI CEPAT MELALUI AKUN PRIBADI DAN BISNIS MEREKA

• PENGGUNAAN PERUSAHAAN YANG BERBASIS DI INDONESIA YANG TAMPIL KONSISTEN SEBAGAI PERUSAHAAN DEPAN ATAU PERUSAHAAN CANGKANG



CASE STUDY

• RH MERUPAKAN STAF KEDUTAAN BESAR REPUBLIK
DEMOKRASI RAKYAT KOREA (RDRK), RRH DAN ISTERINYA
A.N. HS SERING MELAKUKAN TRANSAKSI PENUKARAN USD 
DIBEBERAPA PERUSAHAAN MONEY CHANGER DI JAKARTA 
SENILAI TOTAL MILYARAN RUPIAH SELAMA PERIODE 2017 
S.D. 2019.

• SELAIN DARI HASIL PENUKARAN VALAS, DANA MASUK KE
REKENING RH DAN HS JUGA BERASAL DARI REKENING WNI. 
SUMBER DANA BERASAL DARI LUAR NEGERI HONGKONG 
(TERBESAR), KOREA SELATAN, RRC, DAN MONGOLIA

• SUMBER USD JUGA DIDUGA BERASAL DARI WNI TERSEBUT
ATAS BANYAKNYA TRANSAKSI PENARIKAN VALAS PADA
REKENING WNI.

• DANA YANG MASUK KE REKENING DIGUNAKAN OLEH RRH 
DAN RHS UNTUK PEMBAYARAN KE PERUSAHAAN RETAIL, 
FARMASI, DAN PERUSAHAAN DAGANG/KOMODITAS SENILAI
PULUHAN JUTA HINGGA MILYARAN RUPIAH.
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